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DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN e
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG NAMA SOP - AP : ALUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : i

‘ Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

ng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

eraturan Menteri Kesehatan Ri No 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat,
Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan:
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|

4 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
§

6

Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpady

1. |Mahir menggunakan komputer

2. [Memiliki ketelitian

3. |Menguasai Informasi Rumah Sakit

4. [Menguasai dan memahami Budaya Kerja,(BerAKHLAK & 10R+2)

di Lingkungan Kementerian Kesshatan.
i
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 AP Penanganan Sengketa Informasi Publik 1. [Form permohonan informasi publik
2 AP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 2 memmmmm)
3. |SOP AP Penstapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 3. |Alat pengolah data (komputer, printer, scanner)
4. {SOP AP Pengujian Tentang Konsekuensi 4. |Alat tulis
5 S0P AP Pengelolaan Permohonan Informasi 5. |Perawran perundang-undangan/ peraturan terkait
8. P AP Pendokumentasian informasi Publik
|Peringatan : : Pencatatan dan Pendataan :

|

mwmm Pengeloldan Permohonan mmlmdm.mmmmk
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1. Disimpan di Timker Hukmas. diupload di website Soerojo Hospital, serta tersedia diunit kerja terkait.

2. Didokumentasikan sesua: Jadwal Retersi Arsip (JRA) sebagal arsip aktf di Sub Timker Tata Usaha.




20 it Daftar Informasi Putbi yang
Daftar informasi Putlik yang
WM ecustin yang wieh e
0 mangt aokumen
X ToaK / &0 ment disposisi
4 [Menetapkan Kasifksi informasi yang dikecualikan \
7y
M wan dan mengunggah surat kep 80 munit; dokumen
5 PPID yang dikecualikan dalam website ‘ lﬁ




